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Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antarpemerintah Indonesia
Political Factors of Intergovernmental Transfers In Indonesia

M. Syareza L. Tobinga,∗, Bambang P. S. Brodjonegorob,∗∗
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Abstract

The intergovernmental transfer system currently applied in Indonesia is intended to prevent the interven-
tion of political powers. However, there are indications of political determinants behind central government
transfers to sub-national governments. In order to prove the existence of these political factors, this rese-
arch utilizes empirical panel data models of Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Dekonsentrasi and Tugas
Pembantuan using political variables. Results show that while there are no significant political variables
in the DAU and Dana Dekonsentrasi models, there is a political determinant behind the amount of Dana
Tugas Pembantuan, where a higher seat share for the Golkar party representing a province in the national
parliament will entitle the province to a relatively higher share of the Dana Tugas Pembantuan.
Keywords: Political Economics, Fiscal Decentralization, Dana Alokasi Umum, Dana Dekonsentrasi and
Tugas Pembantuan

Abstrak

Sistem transfer antarpemerintah di Indonesia dibuat dengan tujuan mencegah campur tangan politik
terhadap sistem transfer pemerintah. Namun begitu, terdapat indikasi keberadaan determinan politik dalam
menentukan transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Untuk membuktikan keberadaan
faktor-faktor politik tersebut, digunakan model data panel yang berusaha menunjukkan determinan politik
pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hasil studi mene-
mukan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam menentukan transfer DAU dan Dana Dekonsentrasi,
namun ditemukan determinan politik pada Dana Tugas Pembantuan, di mana provinsi yang memiliki
proporsi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai Golkar yang lebih tinggi mendapatkan Dana Tugas
Pembantuan yang lebih besar.
Kata kunci: Ekonomi Politik, Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan

JEL classifications: D72, E6

Pendahuluan

Menurut Francis (2012), sistem keuangan an-
tarpemerintah yang sedang diterapkan di Indo-
nesia pada saat ini merupakan salah satu sis-

∗Alamat Korespondensi: Jl. Ciasem IV No. 16 Keba-
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∗∗E-mail : brodjo@indo.net.id.

tem yang paling rumit yang pernah diterapkan
di dunia. Fokus utama dari sistem yang ada
sekarang adalah memenuhi kecukupan penge-
luaran dari pemerintah provinsi dan lokal de-
ngan menggunakan sebuah kriteria yang objek-
tif. Hal ini dilakukan untuk memastikan kecu-
kupan pendapatan daerah dan juga otonomi
lokal masing-masing daerah. Namun sayang-
nya, sistem tersebut tidak memiliki transpa-
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ransi maupun akuntabilitas yang jelas terha-
dap penduduk lokal terkait kinerja pelayanan
publik.

Sistem kompleks yang digunakan pemerin-
tah pusat dilaksanakan dengan menggunakan
sebuah fondasi akademis dan prosedur yang
rumit. Kompleksitas ini adalah hasil dari ke-
inginan pemerintah pusat untuk menciptakan
pembagian pendapatan yang seadil-adilnya ba-
gi seluruh lapisan pemerintahan. Lebih pen-
ting lagi, diharapkan bahwa sistem ini dapat
mencegah campur tangan politik terhadap sis-
tem transfer pemerintah. Pertanyaannya ada-
lah, apakah sistem yang sekarang ada di Indo-
nesia berhasil mencapai tujuannya tersebut?

Pada kasus Indonesia, transparansi dan in-
tegritas program alokasi dana antarpemerin-
tah sangat mungkin terdistorsi oleh adanya
korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun insen-
tif politik yang sifatnya merugikan masyarakat
umum. Menurut Brodjonegoro dan Martinez-
Vazquez (2004), pada tahun 2001 dan 2002,
distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) hanya
sebagian kecil yang ditentukan oleh formula
yang sudah ditetapkan. Pada kenyataanya, pa-
da tahun 2001, hanya 20% dari seluruh dana
DAU yang dialokasikan menggunakan formula.
Pada tahun 2002, terjadi peningkatan namun
tetap hanya mencapai 40% dari DAU yang di-
alokasikan menggunakan formula tersebut.

Selanjutnya, Kuncoro et al. (2013) juga me-
nemukan bahwa implementasi demokrasi pada
tingkat daerah juga mengalami hambatan aki-
bat sistem pendanaan partai politik yang me-
nimbulkan insentif yang buruk. Sebagian besar
dari dana operasional partai politik di Indone-
sia datang dari pejabat pemerintah yang ko-
rup. Di tingkat legislatif, masih banyak terda-
pat orang-orang yang menggunakan uang me-
reka untuk memengaruhi anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR) dalam membuat kebi-
jakan terkait alokasi dana, penetapan undang-
undang, dan kewenangan pemerintah lainnya.
Secara praktik, demokrasi di tingkat lokal me-
lalui desentralisasi fiskal belum tentu dapat

mengurangi korupsi jenis tersebut. Meskipun
kepala daerah sekarang dipilih melalui pemilih-
an langsung, setiap kepala daerah tetap berada
di bawah kendali kehendak pihak legislatif, ka-
rena secara hukum, kepala daerah dapat digan-
ti olehnya. Selain itu, agar program-program
daerahnya dapat dibiayai Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, kepala
daerah membutuhkan persetujuan pihak legis-
latif.

Selain itu, Kuncoro et al. (2013) juga menye-
butkan besarnya biaya yang dibutuhkan bagi
seorang kandidat politik untuk mendapat ja-
batan politik. Terlebih lagi, uang tersebut ti-
dak datang dari negara maupun partai politik
yang diikutinya. Untuk dapat menjadi seorang
kandidat dalam sebuah pemilihan umum, seo-
rang individu harus didukung oleh sebuah par-
tai politik atau koalisi partai politik. Apabila
seorang kandidat merupakan pemegang jabat-
an, maka ia dapat menggunakan anggaran da-
erah yang ia pimpin (baik secara sah maupun
tidak), untuk kampanye politiknya.

Meninjau pengalaman pada tingkat interna-
sional, banyak studi yang telah menemukan
determinan politik dibalik alokasi dana antar-
pemerintah. Inman (1988) menemukan bahwa
alokasi dana antarpemerintah di Amerika Se-
rikat tidak didasarkan pada kepentingan nor-
matif. Dalam studi lain, Grossman (1994) me-
nemukan bahwa dana alokasi di Amerika Seri-
kat lebih banyak didapatkan oleh negara ba-
gian yang dikuasai oleh partai yang sedang
menguasai Kongres Amerika Serikat. Di Ero-
pa, Johansson (1999) menemukan bukti bahwa
daerah-daerah subnasional di Swedia menda-
patkan dana alokasi yang lebih banyak untuk
setiap peningkatan suara potensial yang dapat
ia berikan ke partai yang menguasai pemerin-
tah tingkat pusat. Dari temuan-temuan terse-
but, dapat disimpulkan bahwa keberadaan fak-
tor politik dalam menentukan transfer antar-
pemerintah merupakan hal umum yang terjadi
di berbagai negara namun dengan faktor yang
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berbeda-beda.

Secara konsisten ditemukannya faktor poli-
tik sebagai penentu yang penting dalam alokasi
dana antarpemerintah daerah harus ditangga-
pi dengan perhatian khusus oleh kalangan eko-
nom, ahli keuangan publik, dan penentu kebi-
jakan. Hal ini berarti terdapat kekurangan da-
lam mekanisme penentuan dana alokasi yang
harus diperbaiki.

Berdasarkan pengamatan di atas dan fakta
bahwa dalam periode studi yaitu tahun 2004–
2008, Indonesia terus menempati posisi bawah
dalam Corruption Perception Index yang diter-
bitkan oleh Transparency International1, penu-
lis terdorong untuk melakukan analisis akan ke-
beradaan faktor politik dalam penentuan dana
lokasi antarpemerintah Indonesia. Pada tahap
awal akan digunakan analisis terhadap DAU
sebagai indikasi pertama karena DAU meru-
pakan jenis alokasi yang paling penting di In-
donesia (Brodjonegoro dan Martinez-Vazquez,
2004). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
yang menggunakan formula alokasi yang sifat-
nya tidak seketat formula yang digunakan un-
tuk menentukan DAU, sehingga lebih memung-
kinkan terjadinya campur tangan politik dalam
penentuan besarannya.

Tinjauan Referensi

Menurut Francis (2012), pada dasarnya semua
negara telah menempatkan pengaman dalam
bentuk formula atau batasan dasar untuk men-
cegah campur tangan politik dalam alokasi da-
nanya. Namun begitu, pihak-pihak yang berke-
pentingan sering kali memanfaatkan kelemah-
an dalam sistem yang berlaku, sehingga penen-
tu dari besarnya alokasi dana tidak selalu se-
suai dengan apa yang tertera dalam formula

1Peringkat Indonesia pada Corruption Perception
Index secara berturut-turut dari tahun 2004 sampai
2008 adalah: 133 dari 145, 137 dari 158, 130 dari 163,
143 dari 179, dan 128 dari 180.

sehingga berakibat pada banyaknya faktor in-
stitusi yang ikut berperan.

Pada umumnya, Bahl (1999) membagi sis-
tem alokasi dana oleh pemerintah di dunia
menjadi dua metode. Metode yang pertama
bersifat ad hoc di mana penentuan alokasi dana
dilakukan setiap tahun atau alokasi pemerintah
daerah yang dilakukan dengan negosiasi seba-
gai bagian dari formulasi anggaran pemerintah
pusat, sehingga membuka banyak kesempatan
bagi politisi untuk melakukan manipulasi demi
keuntungan pribadi. Sebaliknya, metode kedua
menggunakan formula yang sudah ditetapkan
setiap tahunnya.

Boex dan Martinez-Vazquez (2005) mengi-
ngatkan bahwa metode kedua yang menggu-
nakan formula juga tidak menjamin alokasi
yang bersifat objektif, karena di banyak ne-
gara, pemerintah pusat memiliki hak untuk
mengubah faktor yang membentuk formula
alokasi secara sepihak dan merubah bobot yang
menentukan besaran alokasi tersebut pada seti-
ap periode. Selain itu, metode lain yang dapat
digunakan pemerintah pusat dalam memenga-
ruhi hasil dari formula yang ada adalah mema-
nipulasi data yang digunakan untuk menentu-
kan formula.

Dalam menentukan faktor penentu alokasi
dana pemerintah, literatur ekonomi dapat di-
bagi menjadi tiga kelompok teori yang uta-
ma. Teori yang pertama didasarkan pada teori
keuangan negara yang memberikan gambaran
normatif akan bagaimana alokasi dana seha-
rusnya dilakukan agar tercapainya pembagian
yang efektif dan adil. Dalam memenuhi tujuan
efisiensi, sistem alokasi dana antarpemerintah
akan berusaha untuk menghapuskan eksterna-
litas yang muncul terhadap penyediaan barang
publik yang terjadi antaryurisdiksi pemerintah.

Teori yang kedua adalah model voter-choice
yang memberikan pemahaman akan bagaima-
na mekanisme pemilihan umum dapat meme-
ngaruhi keputusan fiskal dari pemerintah pu-
sat. Penemuan dalam topik ini pada umumnya
terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama di-
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rintis oleh Lindbeck dan Weibull (1987) dan di-
sempurnakan oleh Dixit dan Londregan (1998)
disebut hipotesis swing voters, di mana peme-
rintah tingkat pusat ditunjukkan memiliki in-
sentif untuk mengalokasikan lebih banyak da-
na terhadap provinsi atau negara bagian yang
memiliki banyak penduduk yang tidak secara
spesifik terikat dengan partai tertentu.

Sebaliknya kubu kedua yang dirintis oleh
Cox dan McCubbins (1986) mengemukakan hi-
potesis core supporters, di mana pemerintah
pusat dipercaya bersifat risk averse, sehingga
dana alokasi akan lebih difokuskan kepada ne-
gara bagian atau provinsi di mana penduduk-
nya secara jelas terikat dengan partai yang ber-
kuasa di tingkat pusat. Selain model swing vo-
ter dan core supporter, model voter choice lain
yang cukup umum ditemukan adalah hipote-
sis median voter. Dalam hipotesis ini, dijelas-
kan bahwa politisi yang dipilih melalui sebuah
sistem demokrasi pada umumnya akan meng-
ambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan
preferensi median voter dalam konstituennya.

Teori terakhir yang banyak digunakan untuk
menjelaskan determinan alokasi dana antarpe-
merintah menggunakan argumen-argumen eko-
nomi politik. Studi-studi seperti yang dilaku-
kan oleh Raimondo (1983), Grossman (1994),
dan Atlas et al. (1995), mencoba untuk mema-
sukkan aspek ekonomi politik dalam kebijakan
fiskal pemerintah di luar faktor elektoral yang
menjadi fokus dalam model voter choice. Teo-
ri ekonomi politik di sini memberikan hipotesis
bahwa kelompok-kelompok kepentingan yang
memiliki pengaruh baik karena sumber daya
ekonomi maupun jabatan politik memiliki ke-
mampuan untuk ”menangkap” proses pengam-
bilan kebijakan terkait alokasi dana antarpe-
merintah sehingga, distribusi yang dihasilkan
alokasi tersebut paling tidak akan ditentukan
sebagian oleh faktor politik dan/atau institusi.
Menurut Borck dan Owings (2001), dasar da-
ri model ini adalah, bahwa tujuan utama dari
pejabat pemerintah bukanlah untuk memaksi-
malkan kesejahteraan sosial, namun mengejar

kepentingan pribadi. Hasilnya, model yang me-
nitikberatkan kepada faktor politik lebih mene-
kankan kegagalan politik dibandingkan kega-
galan pasar dalam menjelaskan faktor dibalik
alokasi dana antarpemerintah.

Salah satu studi utama dalam bidang eko-
nomi politik ditulis oleh Grossman (1994).
Gorssman berargumen bahwa keputusan yang
diambil oleh pemerintah tingkat pusat untuk
membiayai kegiatan atau proyek daerah ikut
melibatkan penigkatan pajak dan/atau pengu-
rangan dari pengeluaran yang dapat dikeluar-
kan atas nama pemerintah pusat. Keputusan-
keputusan tersebut membebani pemerintah
pusat secara langsung dan ditanggung dengan
berkurangnya modal politik pemerintah pusat
yang hasilnya dapat dilihat dari berkurangnya
suara yang bisa didapatnya tanpa didapatkan
keuntungan langsung maupun tidak langsung
oleh pemerintah tingkat pusat sendiri. Apabila
keputusan alokasi dana berada di tangan poli-
tisi yang ingin memaksimalkan suara yang bisa
didapatnya, harus dilihat apa keuntungan yang
didapat dari pemerintah pusat karena menurut
Dasgupta et al. (2004), alokasi hanya membe-
rikan kentungan politik dalam jumlah kecil ke-
pada pemerintah tingkat pusat.

Dalam membandingkan bukti empiris dari
berbagai negara terkait faktor yang menentu-
kan alokasi dana antardaerah, maka diambil-
lah contoh-contoh negara yang dapat mere-
presentasikan keanekaragaman geografi, ekono-
mi, institusi, dan politik karena pada dasar-
nya tidak dimungkinkan untuk memperlihat-
kan perbandingan dari seluruh populasi yang
ada2. Negara-negara yang dibandingkan ada-
lah Amerika Serikat, Australia, Brazil, Indone-
sia, Israel, Jepang, Rusia, Spanyol, Tanzania,
dan Senegal.

Dalam Tabel 1 (lampiran), semua negara
yang digunakan untuk perbandingan menggu-
nakan variabel terikat dalam bentuk dana alo-

2Ketika terdapat lebih dari 1 studi empiris untuk 1
negara yang dipilih, diambil studi yang sifatnya paling
menyeluruh dan sesuai dengan Tabel 1 (lampiran).
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kasi per kapita. Untuk variabel bebas, meski-
pun didapatkan beberapa persamaan, namun
pada umumnya masing-masing negara meng-
gunakan sebuah variabel yang telah disesuai-
kan khusus untuk negaranya, khususnya ter-
kait dengan kebutuhan pengeluaran, kapasitas
fiskal, dan institusi politik. Sel yang kosong da-
lam Tabel 1 menandakan bahwa variabel yang
terkait dengan kolom tersebut tidak dimasuk-
kan dalam analisis empiris studi tersebut. Hal
ini dapat dikarenakan studi tersebut lebih fo-
kus pada aspek fiskal daripada alokasi dana an-
tardaerah. Di sisi lain, banyak juga studi yang
lebih menitikberatkan pada faktor politik da-
lam studi empirisnya sehingga tidak mengikut-
sertakan peran kapasitas fiskal masing-masing
daerah.

Setiap variabel di Tabel 1 ditandakan dengan
positif (+) dan negatif (-) untuk menandakan
arah hubungan variabel terikat dengan variabel
bebas. Untuk variabel yang ditandakan dengan
TS, menandakan bahwa variabel itu tidak me-
miliki dampak yang signifikan pada taraf 10%
terhadap alokasi per kapita. Kolom terakhir,
R2, menunjukkan kemampuan model yang di-
gunakan dalam studi negara tersebut dalam
menjelaskan variasi alokasi dana per kapita di
negara tersebut.

Perbandingan internasional yang dilakukan
secara konklusif dan konsisten menunjukkan
bahwa faktor politik memegang peranan yang
penting dalam menentukan besaran alokasi da-
na yang diterima oleh daerah subnasional di se-
buah negara. Variasi variabel yang digunakan
di setiap negara menunjukkan apakah peme-
rintah pusat dari negara tersebut mengincar
daerah-daerah di mana dukungan politik un-
tuk pemerintah pusat kuat, seperti di Amerika
Serikat, Australia, Brazil, Israel, dan Senegal,
atau justru mengincar daerah-daerah di mana
penduduknya mendukung partai oposisi seper-
ti yang terjadi di Rusia dan Spanyol.

Faktor lain yang menarik untuk diperhatikan
adalah populasi yang juga menjadi sebuah fak-
tor yang konsisten menentukan ukuran alokasi

dan yang diterima sebuah daerah. Untuk se-
mua daerah yang menggunakan populasi seba-
gai sebuah variabel, ditemukan bahwa populasi
memiliki dampak yang signifikan terhadap da-
na alokasi yang diterima daerah tersebut. Dari
delapan negara yang menggunakan populasi se-
bagai variabel bebas, hanya di Amerika Serikat
yang ditemukan hubungan yang positif dengan
alokasi dana yang diterima oleh daerah terse-
but.

Hubungan yang negatif umumnya terjadi
karena formula yang digunakan oleh peme-
rintah pusat menggunakan sebuah kompo-
nen ”bagi rata” atau jumlah tetap, sehingga
masing-masing daerah mendapatkan sejumlah
uang dasar yang sama tanpa memperhitungkan
faktor-faktor lainnya, termasuk populasi. Fak-
tor kedua yang dapat menjelaskan hubungan
negatif dari populasi terhadap variabel terikat
adalah persepsi para pengambil kebijakan a-
kan keberadaan economies of scale dalam pe-
nyediaan barang publik sehingga menimbulkan
insentif untuk memasukkan komponen jumlah
tetap dalam formulasi alokasi. Alasan ketiga
yang dapat menjelaskan bias terhadap daerah
dengan populasi yang lebih kecil adalah moti-
vasi politik, yaitu keinginan pemerintah pusat
untuk mendapatkan dukungan politik dari pe-
merintah tingkat subnasional (Gubernur, Bu-
pati, dan Walikota) atau DPR daerah tersebut
pada tingkat nasional.

Dalam studi ini, jenis alokasi dana yang akan
dibahas adalah DAU, dan Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan. DAU adalah tipe alo-
kasi yang paling penting di Indonesia (Brodjo-
negoro dan Martinez-Vazquez, 2004) dan da-
pat diklasifikasikan sebagai alokasi yang mem-
berikan kewenangan penuh kepada pemerintah
daerah dalam penggunaannya.

Dalam formulasinya, DAU didasarkan pada
Alokasi Dasar dan Celah Fiskal suatu daerah.
Celah Fiskal adalah selisih antara Kebutuhan
Fiskal dan Kapasitas Fiskal, di mana dalam
menghitung kebutuhan fiskal digunakan vari-
abel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks
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Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Re-
gional Bruto (PDRB) per Kapita, dan Indeks
Pembangunan Manusia. Sebaliknya, Kapasitas
Fiskal dihitung berdasarkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil. Formula
perhitungan DAU untuk tingkat provinsi dan
kota/kabupaten didasarkan pada faktor yang
sama namun memiliki pembobotan yang ber-
beda.

Jenis alokasi dana berikutnya yang dibahas
dalam studi ini, Dana Dekonsentrasi dan Tu-
gas Pembantuan, muncul akibat terjadinya pe-
nyerahan urusan kepada pemerintah kepala da-
erah, sehingga Kementerian/Lembaga Negara
tidak lagi membutuhkan instansi vertikal di da-
erah tingkat subnasional di Indonesia.

Definisi Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang/urusan pemerintahan dari Pemerin-
tah kepada gubernur yang merupakan wakil
pemerintah pada tingkat daerah dan/atau ke-
pada instansi vertikal di wilayah tertentu. Di
sisi lain, Tugas Pembantuan merupakan penu-
gasan Pemerintah terhadap daerah dan/atau
desa, dari pemerintah provinsi pada kabupa-
ten, kota dan/atau desa, serta dari pemerintah
tingkat kabupaten, atau kota terhadap desa de-
mi melaksanakan suatu tugas dengan kewajib-
an melaporkan dan bertanggung jawab atas pe-
laksanaannya kepada yang memberikan tugas.

Mekanisme pengalokasian Dana Dekonsen-
trasi dan Tugas Pembantuan tersebut adalah
melalui pelimpahan tugas dan wewenang dari
kementerian kepada para kepala daerah yang
telah dipilih menggunakan sebuah sistem pe-
rencanaan dan penganggaran yang telah terte-
ra pada APBN dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Dalam penyelengga-
raannya, terdapat beberapa instansi pemerin-
tah baik pada tingkat pusat maupun daerah
yang ikut terlibat. Secara spesifik, sumber Da-
na Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sen-
diri berasal dari APBN dan merupakan bagian
dari anggaran kementerian/lembaga, sehingga
pengesahannya sendiri tidak terlepas dari per-
setujuan DPR.

Pada dasarnya, diwajibkan bahwa setiap ke-
giatan dan program yang akan didanai oleh
kementerian negara/lembaga dengan menggu-
nakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pemban-
tuan tidak bertumpuk dengan program mau-
pun kegiatan daerah tersebut yang harus di-
danai oleh APBD, sebab sewajarnya terdapat
perbedaan antara urusan yang didanai kedua-
nya. Walaupun secara sah Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan terpisah dari APBD,
namun dana tersebut dapat dijadikan penun-
jang dari APBD daerah yang menerimanya.
Alasannya, segala aset yang menjadi hasil da-
ri pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tu-
gas Pembantuan akan pindah kepemilikannya
kepada daerah tersebut supaya dapat diper-
gunakan dan dioperasikan demi kesejahteraan
masyarakat daerah tesebut.

Perbedaan utama antara kegiatan yang dibi-
ayai oleh Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pem-
bantuan adalah, Dana Dekonsentrasi dialoka-
sikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik, ya-
itu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang
tidak menambah aset tetap, sedangkan Dana
Tugas Pembantuan digunakan untuk kegiatan
yang bersifat fisik. Dana Dekonsentrasi digu-
nakan antara lain untuk sinkronisasi dan koor-
dinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan tek-
nis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, studi dan
survei, pembinaan dan pengawasan, serta pe-
ngendalian. Sebaliknya, Dana Tugas Pemban-
tuan digunakan antara lain untuk pengadaan
tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan,
irigasi, serta kegiatan fisik lain yang menam-
bahkan aset pemerintah.

Formulasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan dilakukan dengan pertimbang-
an agar alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tu-
gas Pembantuan tidak terkonsentrasi, bersi-
fat transparan dan akuntabel, sehingga peme-
rintah mengharapkan adanya proporsionalitas
dengan memperhatikan aspek keseimbangan
pendanaan yang bersumber dari dua variabel
umum, yaitu Variabel Kemampuan Fiskal Dae-
rah dan Variabel Pembangunan di daerah. Ke-
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mampuan Fiskal Daerah menggambarkan ke-
mampuan keuangan daerah, sedangkan varia-
bel Pembangunan dihitung dengan indikator
Indeks Pembangunan Manusia, jumlah pendu-
duk, dan Indeks Kemahalan Konstruksi yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Penetapan besaran Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan yang akan diterima oleh
tiap-tiap daerah dimulai dari bulan Februa-
ri di mana Kementerian Keuangan dan Ba-
dan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
melakukan perkiraan kapasitas fiskal sekaligus
menyusun pembiayaan rencana kerja bersama
masing-masing kementerian dan lembaga ne-
gara lainnya. Pada bulan Juli, pagu anggaran
dari setiap kementerian dan lembaga ditentu-
kan, dan berdasarkan itu disusun Rencana Ker-
ja dan Anggaran (RKA) masing-masing.

Selanjutnya, RKA awal yang disusun diba-
wa ke DPR untuk dibahas sebagai bagian dari
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara (RAPBN), sebelum selanjutnya di-
satukan. Pada bulan Agustus sampai Oktober,
RAPBN yang telah disatukan dibahas dalam
sidang kabinet, di mana para anggota DPR da-
ri komisi yang terkait memberi masukan dan
mengesahkan rencana-rencana yang diformula-
sikan tiap-tiap kementerian dan lembaga, ter-
masuk yang menggunakan Dana Dekonsentra-
si dan Tugas Pembantuan, sebelum akhirnya,
hasil dari rapat kabinet ditetapkan dalam alo-
kasi anggaran pada bulan November. Karena
ditentukan dalam waktu bersamaan dan me-
miliki sifat komplementer antara satu dengan
yang lainnya, besarnya Dana Dekonsentrasi di-
tentukan oleh besarnya Dana Tugas Pemban-
tuan dan begitupun sebaliknya.

Metode

Pendekatan teori dalam studi ini mengguna-
kan pendekatan Grossman (1994). Dalam pen-
dekatan teori ini, pejabat dan politisi di tingkat
pusat diasumsikan mengambil tindakan untuk
memaksimalkan suara yang akan didapatkan-

nya. Para politisi dan pejabat tersebut meng-
gunakan kendali mereka akan anggaran yang
mereka miliki – baik dalam bentuk barang pub-
lik yang disediakan langsung pemerintah pu-
sat maupun alokasi yang diberikan pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk meme-
ngaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu. Se-
baliknya, dalam mengambil keputusan untuk
memilih dalam pemilu, masyarakat diasumsi-
kan untuk memiliki tanggapan positif terhadap
tiga hal, yaitu: (1) peningkatan pengeluaran
akan barang publik oleh pemerintah pusat; (2)
peningkatan pengeluaran daerah (atau pengu-
rangan pajak daerah) yang dirasa oleh masya-
rakat diakibatkan oleh dana alokasi pemerintah
pusat; dan (3) pengeluaran kapital politik yang
didapatkan dari politisi daerah dan kelompok
kepentingan pada tingkat daerah untuk meme-
ngaruhi hasil pemilu.

Politisi pada tingkat pusat menggunakan da-
na alokasi untuk membeli kapital politik, yaitu
pengaruh yang dimiliki oleh politisi daerah dan
kelompok kepentingan yang memiliki popula-
ritas tinggi di daerahnya, untuk memengaruhi
keputusan masyarakat di masing-masing dae-
rah.

Namun begitu, politisi dibatasi dalam men-
capai tujuannya oleh sebuah kondisi anggaran
berimbang. Dengan asumsi ceteris paribus, alo-
kasi dana akan lebih banyak didapatkan oleh
daerah-daerah yang memiliki kapital politik
paling banyak dan paling berharga3.

Apabila distribusi dari alokasi dana diran-
cang untuk mendukung tujuan politik dari pa-
ra pemberi dana, maka variabel politik yang di-
gunakan dalam studi diharapkan dapat meng-
gambarkan seberapa efektif kapital politik yang
dimiliki politisi dan kelompok kepentingan di
tingkat daerah. Atas dasar tersebut, politisi a-

3Apabila terdapat kasus di mana masyarakat dapat
langsung mengetahui bahwa pengeluaran pemerintah
daerah dibiayai langsung melalui pengeluaran pemerin-
tah pusat, maka politisi tingkat pusat dapat secara lang-
sung mendapatkan keuntungan melalui meningkatnya
jumlah suara ekspektasi yang ia dapatkan.
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kan berusaha untuk mengalokasikan dana un-
tuk mencapai keuntungan politik dalam ben-
tuk ekspektasi suara sebesar-besarnya.

Empat variabel politik yang digunakan da-
lam studi adalah sebagai berikut. Variabel per-
tama, oposisi, adalah partai Gubernur setiap
provinsi yang digunakan untuk melihat afilia-
sinya dengan partai penguasa bagian ekseku-
tif di pemerintahan pusat. Variabel ini diguna-
kan untuk menguji model Cox dan McCubins
(1986), di mana strategi yang paling efektif ba-
gi kandidat politik adalah untuk memberikan
alokasi yang lebih banyak ke pendukungnya.
Variabel kedua, marginlegislatif, digunakan un-
tuk mengukur hipotesis swing voters, sebagai-
mana digunakan dalam studi Veiga dan Pinho
(2007), di mana pemerintah pusat meningkat-
kan dana alokasi untuk daerah-daerah yang se-
lisih suaranya kecil agar lebih meningkatkan ke-
mungkinan menang.

Selanjutnya, variabel ketiga, leadershare,
merupakan proporsi kursi DPR yang dipegang
oleh partai mayoritas di DPR, yaitu Partai
Golkar dalam studi ini, untuk setiap provin-
si. Sedangkan variabel keempat, demokratsha-
re, merupakan proporsi kursi DPR yang dipe-
gang oleh Partai Demokrat untuk setiap pro-
vinsi. Dibutuhkan dua variabel untuk menje-
laskan afiliasi daerah dengan bidang legislatif
karena kondisi unik di Indonesia di mana partai
Presiden sebagai pemimpin lembaga eksekutif,
yang menjabat pada tahun 2004–2008, tidak
sama dengan partai mayoritas di lembaga le-
gislatif pada tahun 2004–2008. Variabel sejenis
digunakan oleh Grossman (1994) dalam studi
empirisnya untuk mengukur dampak Presiden
dalam penentuan alokasi dana. Dalam studinya
yang menggunakan data pada saat Ronald Re-
agan menjadi pemimpin Amerika Serikat, kea-
daan Amerika Serikat sama dengan Indonesia
pada periode 2004–2008, di mana partai Pre-
siden (Republik) berbeda dengan partai yang
menguasai Kongres Amerika Serikat saat itu
(Demokrat).

Keempat variabel di atas akan dimasukkan

dalam variabel empiris untuk mengukur arah
dan ukuran dari pengaruh politik terhadap alo-
kasi dana pemerintah pusat Indonesia kepada
pemerintah provinsi melalui instrumen Dana
Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi dan Tu-
gas Pembantuan.

Mengingat banyaknya jumlah partai yang
terdapat di Indonesia, sebuah keadaan yang
membuatnya berbeda dengan negara Amerika
Serikat yang hanya memiliki dua partai, studi
ini menggunakan Indeks Herfindahl-Hirschman
(HHI) Pemerintahan sebagaimana diterapkan
oleh Gregorini dan Longoni (2009). Dengan
memasukkan indeks ini ke dalam model, jum-
lah dan persaingan berbagai partai di tiap
provinsi akan diperhitungkan dampaknya, se-
hingga hasil regresi juga dapat digunakan un-
tuk menganalisa dampak fragmentasi pemerin-
tahan daerah terhadap alokasi dana yang di-
dapatkan. Indeks ini dihitung untuk masing-
masing provinsi dengan mengkuadratkan pro-
porsi kursi masing-masing partai dari total per-
wakilan provinsi tersebut di DPR dan menjum-
lahkannya. Untuk provinsi yang hanya diwakil-
i oleh 1 partai, HHI mereka adalah 1, sedang-
kan koalisi akan digambarkan oleh HHI di an-
tara 0–1. Semakin banyak jumlah partai da-
lam koalisi, akan semakin rendah HHI provin-
si tersebut. Menurut Gregorini dan Longoni,
HHI yang semakin mendekati satu berarti su-
atu daerah kemungkinan besar dikuasai oleh
partai yang memegang mayoritas suara di par-
lemen (Golkar dalam kasus Indonesia), sehing-
ga diprediksi akan memiliki hubungan positif
signifikan dengan transfer yang diterima sebu-
ah daerah.

Dalam melakukan analisis empiris terha-
dap alokasi DAU, variabel-variabel bebas ber-
asal dari komponen indeks Williamson yang
digunakan oleh pemerintah Indonesia da-
lam menentukan besaran DAU yang diterima
masing-masing provinsi. Meskipun pembobot-
an masing-masing variabel yang digunakan un-
tuk mengukur kapasitas dan kebutuhan fis-
kal berubah setiap tahunnya untuk mendapat-
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kan sebuah nilai dari indeks Williamson, varia-
bel yang digunakan pada dasarnya tetap sama.
Atas dasar tersebut, model berikut digunakan
untuk mengukur alokasi DAU per kapita:

Model Dana Alokasi Umum

daukapit = α+ β1populasiit + β2luaswilayahit

+ β3ikk2010i + β4hdiit

+ β5pdrbkapit + β6padpendtotalit

+ β7pajakbukanpajakit

+ β8bpkapit + β9marginlegislatifi

+ β10oposisii + β11demokratsharei

+ β12leadersharei + β13hhii + u
(1)

dengan:
daukap = DAU per kapita;
populasi = jumlah penduduk;
luaswilayah = luas provinsi (km2);
ikk2010 = Indeks Kemahalan Konstruksi
2010;
hdi = Indeks Pembangunan Manusia;
pdrbkap = PDRB per Kapita Riil;
padpendtotal = rasio Pendapatan Asli Daerah
terhadap Pendapatan Total;
pajakbukanpajak = jumlah Bagi Hasil Pajak
dan Bagi Hasil Sumber Daya;
bpkp = pengeluaran untuk belanja pegawai
per kapita;
marginlegislatif = selisih perolehan suara
partai di lembaga eksekutif dan partai mayo-
ritas/mayoritas kedua;
oposisi = partai gubernur;
leadershare = proporsi kursi DPR partai
mayoritas di DPR (Golkar);
demokratshare = proporsi kursi DPR Partai
Demokrat; dan
HHI = Indeks Herfindahl-Hirschman.

Selanjutnya, dibentuk juga model untuk
mengukur Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan. Komponen Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan diambil dari Pelengkap
Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah
dan Pembangunan Daerah 2012 yang diterbit-

kan oleh Kementerian Keuangan Republik In-
donesia. Dengan begitu, didapatkan model em-
piris sebagai berikut untuk mengukur aloka-
si Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
per kapita:

Model Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan

dekonkapit/tpkapit = α+ β1dekonkapit/tpkapit

+ β2populasiit

+ β3pdrbkapit

+ β4apbdpukapit

+ β5ikk2010i

+ β6marginlegislatifi

+ β7oposisii

+ β8demokratsharei

+ β9leadersharei

+ β10hhii + uit
(2)

dengan:
dekonkap = Dana Dekonsentrasi per kapita;
tpkap = Dana Tugas Pembantuan per kapita;
dan
apbdpukap = anggaran pendapatan dan belan-
ja daerah yang digunakan pekerjaan umum per
kapita.

Hasil dan Analisis

Melalui pengujian Breusch Pagan Lagrange
Multiplier, ditemukan bahwa metode yang co-
cok digunakan dalam pengujian model DAU
adalah random effect. Tabel 2 (lampiran) mem-
berikan ringkasan output untuk hasil pengujian
model menggunakan program stata. Pengujian
Best, Linear, Unbiased, Estimator (BLUE) ti-
dak lagi dilakukan karena menggunakan ran-
dom effect.

Model pertama yang digunakan tidak meng-
gunakan variabel politik. Dilihat dari probabi-
litas chi2 < α (1%), yang artinya secara bersa-
ma, variabel bebas yang digunakan dalam mo-
del memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
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variabel terikat (daukap) dengan tingkat keya-
kinan 99%. Meninjau overall R2 yang berni-
lai 0,4980, berarti model yang digunakan dapat
menjelaskan 49,8% dari variasi variabel terikat.

Sebagaimana terlihat pada beberapa negara
pada bagian tinjauan referensi, Indonesia ju-
ga menjadi salah satu negara di mana semakin
besar populasi sebuah provinsi, semakin kecil
DAU per kapitanya. Hal ini dibuktikan dengan
signifikansi variabel populasi dan arah hubu-
ngannya yang positif dengan variabel terikat.
Hal ini mungkin dapat dijelaskan dengan me-
lihat bahwa DAU lebih banyak diterima oleh
provinsi di luar Pulau Jawa yang relatif lebih
sedikit penduduknya demi mendukung peme-
rataan.

Signifikansi variabel ikk2010, hdi, pdrbkap,
dan pajakbukanpajak sesuai dengan hipotesis
karena memang keempat hal tersebut meru-
pakan komponen dari alokasi DAU yang men-
jadi dasar dari indeks Williamson. Namun be-
gitu, terlihat bahwa variabel hdi memiliki koe-
fisien arah hubungan yang positif dengan vari-
abel terikat yang berarti daerah dengan tingkat
Indeks Pembangunan Manusia yang lebih ting-
gi justru mendapatkan DAU per kapita yang
lebih besar. Sebaliknya, tidak signifikannya va-
riabel padpendtotal, luaswilayah, dan bpkap
dapat dijelaskan karena porsi pendapatan asli
daerah dan luas wilayah yang relatif kecil da-
lam indeks Williamson.

Selanjutnya, dilakukan pengujian dengan
empat variabel politik sekaligus variabel hhi
yang menjadi fokus dari studi. Dibandingkan
model sebelumnya, terjadi peningkatan overall
R2 yang signifikan dari model sebelumnya da-
ri 0,498 menjadi 0,7197. Artinya, model kedua
dapat menjelaskan variasi pada variabel terikat
sebesar 71,97%. Peningkatan ini berarti bah-
wa faktor politik memang memiliki peran yang
penting dalam menentukan besarnya DAU per
kapita yang diterima masing-masing provinsi
di Indonesia.

Masuknya variabel-variabel politik tidak
mengubah dampak variabel lain terhadap mo-

del secara signifikan. Perubahan tingkat signifi-
kansi hanya terjadi pada variabel ikk2010 dan
bpkap, di mana ikk2010 menjadi signifikan pa-
da taraf 5% dan bpkap menjadi signifikan pada
taraf 1%.

Dari 5 variabel baru yang dimasukkan dalam
model, 2 variabel ditemukan memiliki dampak
signifikan terhadap variabel terikat dalam mo-
del yaitu demokratshare dan hhi. Dari pene-
muan ini, tidak didapatkan dukungan atas te-
ori Cox dan McCubbin (1986) yang menyebut-
kan bahwa politisi di lembaga eksekutif men-
dukung konstituennya. Tidak signifikannya va-
riabel oposisi dan leadershare berarti provin-
si yang dipimpin oleh gubernur yang berasal
dari partai atau koalisi partai yang sama de-
ngan Presiden, maupun provinsi yang memili-
ki proporsi politisi yang lebih besar dari Partai
Golkar (sebagai mayoritas di lembaga legisla-
tif pada periode tersebut), tidak mendapatkan
alokasi DAU per kapita yang lebih besar. Hasil
ini sama dengan yang ditemukan oleh Johans-
son (1999) untuk kasus di Swedia.

Meskipun variabel marginlegislatif tidak
memiliki dampak yang signifikan, signifikansi
variabel demokratshare beserta nilainya yang
negatif justru mendukung hipotesis bahwa ti-
dak terdapat pengaruh politik dalam penentu-
an DAU. Sebagai partai yang menguasai lem-
baga eksekutif, sangat kecil kemungkinannya
bagi Partai Demokrat untuk secara sengaja
mengurangi jumlah DAU per kapita yang di-
alokasikan ke provinsi-provinsi di mana jumlah
pendukungnya tinggi.

Berdasarkan model teori Grossman (1994)
yang menjadi dasar dari studi ini, salah satu
alasan di mana masyarakat dapat memberikan
tanggapan positif terhadap perbuatan peme-
rintah pusat sehingga memengaruhi hasil pe-
milihannya adalah, apabila terjadi peningkatan
pengeluaran daerah (atau pengurangan pajak
daerah) yang dirasakan oleh masyarakat dia-
kibatkan oleh dana alokasi pemerintah pusat.
Berbeda dengan Dana Dekonsentrasi dan Tu-
gas Pembantuan yang secara jelas merupakan
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kegiatan pemerintah pusat, pengeluaran peme-
rintah daerah yang bersumber dari DAU telah
menjadi bagian dari APBD sehingga sulit bagi
pemerintah pusat untuk mendapatkan penga-
kuan atas diperolehnya dana tersebut.

Signifikansi dan arah hubungan variabel hhi
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh
Gregorini dan Longoni (2009) yang menyebut-
kan bahwa semakin kecil fragmentasi politik se-
buah daerah, semakin besar transfer yang a-
kan didapatkannya dari pemerintah pusat. Pe-
nemuan ini ikut mendukung hipotesis bahwa
Partai Demokrat tidak memiliki campur ta-
ngan dalam menentukan alokasi DAU, apala-
gi melihat signifikansi variabel hhi yang lebih
besar dibandingkan variabel demokratshare.

Selanjutnya, dilakukan analisis akan kebera-
daan dan besarnya determinan politik dalam
menentukan jumlah alokasi Dana Dekonsen-
trasi dan Tugas Pembantuan di bawah yang
diterima oleh masing-masing provinsi. Karena
adanya variabel bebas yang tidak berubah se-
iring waktu, maka metode regresi yang dapat
digunakan adalah random effect dan pooled le-
ast square. Melalui pengujian Breusch Pagan
Lagrange Multiplier, ditemukan bahwa metode
yang cocok digunakan dalam pengujian keti-
ga model yang terkait Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan adalah pooled least square.
Karena ditemukannya heteroskedastisitas me-
lalui pengujian white heteroscedasticity, digu-
nakan Feasible Generalized Least Square untuk
mengatasinya.

Pertama, dilakukan analisis terhadap alokasi
Dana Dekonsentrasi. Dilihat dari probabilitas
chi2 < α (1%), dapat disimpulkan bahwa, se-
cara bersamaan, variabel bebas yang diguna-
kan dalam model memiliki pengaruh yang sig-
nifikan terhadap variabel terikat (dekonkap)
dengan tingkat keyakinan 99%.

Namun begitu, hanya satu variabel, yaitu
tpkap yang memiliki hubungan signifikan de-
ngan variabel terikat. Kemampuan model ini
dalam menjelaskan besarnya Dana Dekonsen-
trasi yang diterima oleh masing-masing provin-

si cukup lemah akibat bentuk penggunaan Da-
na Dekonsentrasi yang bersifat nonfisik seperti
kegiatan sinkronisasi, koordinasi perencanaan,
dan survei. Kegiatan-kegiatan demikian dalam
bentuk yang tersebar ke banyak kementerian
dan lembaga, sulit ditangkap oleh satu model.

Selain itu juga tidak ditemukan dampak
yang signifkan atara variabel marginlegislatif,
oposisi, demokratshare, dan leadershare ter-
hadap Dana Dekonsentrasi per kapita yang di-
terima oleh masing-masing provinsi. Dengan
tidak adanya variabel politik yang signifikan
dalam memengaruhi variabel terikat, dapat di-
simpulkan bahwa alokasi dari Dana Dekonsen-
trasi bebas dari pengaruh politik, baik dari
lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.

Selanjutnya, pada model berikutnya dila-
kukan analisis terhadap faktor penentu besar-
nya Dana Tugas Pembantuan per kapita yang
diterima setiap provinsi. Dalam analisis regre-
sinya, model ini menggunakan metode pooled
least square, yang dipilih setelah dilakukan pe-
ngujian dengan menggunakan Breusch Pagan
Lagrange Multiplier.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3 (lampir-
an), terdapat lima variabel bebas yang mem-
berikan pengaruh signifikan terhadap alokasi
Dana Tugas Pembantuan per kapita yang di-
terima masing-masing provinsi. Berbeda de-
ngan hubungannya dengan alokasi Dana De-
konsentrasi, variabel populasi memiliki hu-
bungan yang signifikan dan negatif dengan Da-
na Tugas Pembantuan. Demikian juga dengan
pdrbkap masing-masing provinsi. Kedua varia-
bel tersebut memiliki hubungan yang signifikan
dan negatif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi
Dana Tugas Pembantuan mengandung unsur
normatif dalam bentuk pemerataan yang kuat
sebagaimana dihimbau dalam Peraturan Men-
teri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 Tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan. Dana Tugas Pembantuan
yang berupa pembangunan variabel fisik le-
bih dikonsentrasikan ke provinsi-provinsi yang
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memiliki PDRB per kapita rendah. Variabel
apbdpukap, yang dampaknya signifikan dan po-
sitif juga sesuai dengan hipotesis karena pada
umumnya daerah yang mengeluarkan dana be-
sar untuk pekerjaan umum akan mengerjakan
banyak proyek-proyek fisik yang dibiayai oleh
Dana Tugas Pembantuan.

Di antara 4 variabel politik yang diguna-
kan, ditemukan 1 hubungan yang signifikan dan
positif, yaitu pada variabel leadershare. De-
ngan demikian model ini mendukung penemu-
an Grossman (1994) di mana ditemukan hu-
bungan yang positif dan signifikan akan pro-
porsi kursi yang dimiliki partai yang mengua-
sai DPR (Kongres untuk kasus di Amerika Se-
rikat), namun tidak ditemukan hubungan anta-
ra partai gubernur (oposisi) yang menjabat di
suatu provinsi dengan dana alokasi per kapita
yang diterima.

Menurut Grossman, tidak signifikannya par-
tai gubernur diakibatkan oleh batasan masa
jabatan yang dihadapi oleh gubernur itu sen-
diri. Selain itu, lebih besar kemungkinan se-
buah partai untuk memiliki kekuasaan jang-
ka panjang sebagai perwakilan legislatif sebuah
provinsi dibandingkan sebagai gubernur. Atas
alasan tersebut, politisi yang bertujuan me-
maksimalkan perolehan suaranya akan menye-
suaikan alokasi dana yang berada di bawah
kendalinya dengan geografi lembaga legislatif
yang lebih stabil dibandingkan lembaga ek-
sekutif. Penemuan ini juga didukung dengan
variabel hhi yang signifikan pada taraf 1%,
yang mengindikasikan pengarahan Dana Tugas
Pembantuan ke daerah dengan fragmentasi po-
litik yang kecil (kekuasaan Partai Golkar sema-
kin mendekati mutlak).

Dari penemuan ini juga dapat disimpulkan
bahwa Partai Golkar yang merupakan mayo-
ritas di DPR pada periode tersebut memiliki
kendali yang lebih besar akan penentuan alo-
kasi Dana Tugas Pembantuan per kapita. Se-
baliknya, tidak ditemukan faktor politik dalam
penentuan DAU pada periode 2004–2009.

Simpulan

Hasil studi ini menemukan bahwa, ditemukan-
nya hubungan yang negatif dan signifikan ter-
hadap proporsi kursi yang dimiliki Partai De-
mokrat dengan DAU per kapita yang didapat-
kan oleh masing-masing provinsi justru mem-
perkuat dukungan akan tidak adanya deter-
minan politik dalam penentuan alokasi DAU.
Hal ini didukung oleh model teori Grossman
(1994) yang menjadi acuan studi, di mana ma-
syarakat baru akan memberikan tanggapan po-
sitif apabila mereka dapat mengetahui asal dari
dana (baik dalam bentuk peningkatan pelayan-
an publik maupun kas langsung) yang mere-
ka terima. Terkait hal ini, sulit bagi masyara-
kat masing-masing provinsi untuk mengetahui
bahwa peningkatan dana yang mereka terima,
karena DAU sudah menjadi bagian dari APBD
masing-masing provinsi.

Dalam pengalokasian Dana Dekonsentrasi,
tidak ditemukan faktor politik yang menjadi
determinan dalam penentuan besarnya Dana
Dekonsentrasi per kapita yang diterima oleh
masing-masing provinsi. Hal ini mungkin mun-
cul akibat kelemahan model dalam menjelas-
kan alokasi Dana Dekonsentrasi yang diguna-
kan untuk kegiatan-kegiatan nonfisik dan bera-
da di bawah kendali oleh sejumlah kementerian
dan lembaga pemerintah pusat.

Ditemukan faktor politik yang signifikan me-
mengaruhi alokasi Dana Tugas Pembantuan
yaitu proporsi kursi DPR sebuah provinsi yang
dikuasai oleh Partai Golkar yang merupakan
partai mayoritas pada DPR saat periode yang
diteliti. Dengan disertai adanya faktor partai
gubernur yang tidak signifikan dampaknya ter-
hadap alokasi Dana Tugas Pembantuan, hal ini
dapat dijelaskan oleh terbatasnya periode men-
jabat seorang gubernur sehingga sebuah par-
tai akan lebih memusatkan kapital politiknya
ke daerah-daerah di mana kekuatannya seba-
gai lembaga legislatif lebih terakarkan.
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Tabel 2: Ringkasan Output Model DAU Per Kapita

Variabel Bebas
Variabel Terikat

daukap (1) daukap (2)

populasi -0,0023* -0,001488*
luaswilayah -0,00017 0,0001135
ikk2010 3,748*** 2,312819**
hdi 21,1018*** 15,8696***
pdrbkap -0,0000104*** -7.35e-06***
padpendtotal -1.049.428 -1.494.427
pajakbukanpajak -4.28e-06* -4.66e-06*
bpkap -0,1958** -0,247929***
marginlegislatif - -0,0559337
oposisi - 7.777.266
demokratshare - -540,1935**
golkarshare - 625.612
Hhi - 441,6107***
cons -1601.841*** -1.208.608

Metode Random Effect Random Effect
R-Squared (Overall) 0,4980 0,7197
Prob (chi2) 0,00 0,00
BP-LM Test (chi2) 0,00 0,00
Total Panel Obs. 135 135

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%
Keterangan: ** signifikan pada taraf 5%
Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%

Tabel 3: Ringkasan Output Model Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Kapita

Variabel Bebas
Variabel Terikat

dekonkap Tpkap

tpkap / dekonkap 1.746174*** 0,2606898***
populasi -0,000333 -0,000657*
pdrbkap -2.60e-07 -1.07e-06*
apbdpukap -0,7741 0,100524**
ikk2010 -0,2535814 0,3069296*
marginlegislatif 0,0002875 -0,1433219
oposisi 1.106.167 -1.038.826
demokratshare 8.053.216 -3.095.682
golkarshare -2.012.505 99.30991*
hhi 3.780.449 167.6251***
cons 1.030.004 -2.950.994

Metode FGLS FGLS
Prob (chi2) 0,00 0,00
BP-LM Test (chi2) 0,7424 0,2263
Total Panel Obs. 135 135

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%
Keterangan: ** signifikan pada taraf 5%
Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%
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